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EUPAfI CTANJOR,

bal1wa dalm rangka mempercepat tara ketoli
pcn err che rs-g o..d di Kcbupar-n ..cntLr. pr l
disu\un poarl Mop Rr o-na.r Birokrdri p;rennL'

b"hua oe-das"'k"n per irb4nean .coaAair-,
di@ksud dalam hurui a, perlu menetapkd peratur! l
Bupati Cianjur tentang Road Map Retormasi Birokr. il
Pemerintah Kabulaten Cianjur Tanun 20 t 5 20 16i

Undang Undang Nomo. 28 Tahun 1999 tenianrl
Pen."l.'CCara6 i \pgJ'6 .rg Bersrh da. B-ods d,
Korupsi, (olusi dan Nepotisme (Lembdan Nesa.r
Republik hdonesia Tahun 1999 Nomo. 75, Tamban.,:
Lembare NegaE RepubLik tndonesia Nomo.385t)l
Undang Undans Nomor 25 Tanun 2OO4 renrnn.
Sistem Peren.an.an Pembaogunan l,lasion;i
(rf,mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO-i
Nomor 14,'lambahan Lembaran Nesara Republit:
Indonesia Nomor 4421);

Undang Undang Nohor 23 Tahun 2014 tenrarii
PFn-rr "nM Da"r"h lLFmba-"r l\esda Repubt don"s.d a\un z0t4 nomo. ,,44, Tmb.h
Lembaran Negda Republik lndonesia Nooor SS87l
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Penggmti Undang Undang Nomor 2 tahlnr
)0 4 Fn trg P-rubalm Ar.s Lndane-Lndtrs \omor
2r -etun 2a 4 .en_&s Prmcinbha Dr-r i(lembdd Nega.a Republik Indonesia t€nun 201+
Noaor 2ao. -"modnan L.aba,M N"B"r" R"pLb
I.donesia nomor 5589),

Undmg-Undde Nomor 25 Tanun 2OO9 tenlanc
Pe.avon.. Publik ttrnbaEn Negda R.pub.i
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 't@bahaD
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O38lj

Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara
Indonesia TahuD 2014 Nomor 6, Tambahd
Negtua Republlk Iodon€sia Nomor 5494)j



6. Peraturan Pemerintah Nodo.96 Tznun 2012 tental,,oel-k\.ntu Unddg-undan8 Nomor 2q Tri un /O
tentdg Pelayde Publik (Lembaran Negara Republll.
lndonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tmbah. :
lembdd Negda Republik IndonesiaNomor 5357)i

7. Peraturan Presiden Nomor al Tanun 2010 rentaf.
Grand Desbn Retormasi Birckrasi 2010- 2025i

a, Peraturm Menteri Pendayagunm Aparatur Nesa,:
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 20t l
tentang Pedomd Penlrosunan Rood Map Reaorm::i
Birckrasi Pemerintah Daerah:

9. PeratuEn Daemn (abupaten Cianjur Nomor 03'lahlrl
2004 tentang Urusan Pemerintah Daerarl (Lembai l
Daerah Xabupaten Cidju. Tanun 2004 Nomor 03 S.,l
D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tah! l
2412 renrang Rencana Pembangunan Jaogl:.
Menengah Daerah Kabuparen Cianjur Tanu! 2oil
2016 (rrmbaran Dae.ah Kabupaten cianjur Tarnr:
2012 Nomo 07 A Se.i D) sebagaimana telah diubrl
dengan dengan Peraturan Dae.ah Kabulaten Clanj|:
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Peruband Atrs
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 TanuL:
2ol2 teotmg Rencana Pembangunan Jangl,,
Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 20rl
2016 (Lembtrm Daerah xabupaten Ci@jur Tah! i
2014 Nomor 5 Seri D);

11. Peratura! Daerall (abupaten Cianjur Nomor 07 Tanui
2004 tentang Oreanisasi Pemerintahm Daerah drd
Pembentukan O.Bmisasi Pe.angkat Daerah Kabupat.Li
cimjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tan! l
2004 Nomor 07 Seri D) sebagaimana tehn diubli,
beberapa kali terakhir dengm Pemiuran Daerall
Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturm Daerah Kabupateo Cimju. Nomor 07 Tahun
2004 tentang Organisasi Peme.inianm Daerah di.
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupatcn
ci@jur (Lembaran Daerah Kabupaten ci@jur ranul

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 6 Tahun
2013 ientans Pelayanan Publik (Lembd@ Daerah
Kabupaten Cimjur Nomor 6 Tahun 2013);

MEMUTUS(AN .

PERATURAI{ BUPATI TENTANG ROT{D MAP REFORMASI
BIROI<RASI PEMDRTNTAII IIAEUPATEN CIANJUR
TAHUN 2015-2016.

BAB I
RETENTUAI{ UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini, ydg dimaksud dengan:

1. Daerah adahn Kabupaten Cianiur.



3.

2

3

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsr I
pen)elergga-a PFn-ri,"h& Ds-%L vtuB m.aim

o-mefl1rahtu vdnE mFnj:
kewendgd daeran otonom.
Bupati adalah Bupati Cianjur,
organisasi Perangkar Daerah yds setbjutn\i
dlsingkat OPD adalah Perangkat Daerah ,

lingkJngan Pcmcrin'ch Da-'dl l\aouparer Can]
yang terdiri dari Sekrerariat Dae.ah. Sekrerart,
Dewd Peruakilan Ralit at Daerah, Djnas, Lemb.
Teknis, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dl

Grand Design Relormasi Birokrasi adatah r@cang:r
induk yars berisi dan keblja]<an petaks ai
reformasi birok.asi nasional untuk kurun waktu 20 I t)
2425

6. Rad.l Map Reforfrasi Birokr.asi adalah benrl,i
operasionalisasi g/cnd desrbu refoma6i birokrasi y! ..
.lisusun dan dilakukm seriap 5 (lifta) tahun sekali d,:t
merupakan ftncana nnci refo.masi birokrasi dari sar.i
tahapm ke tahapd selanjutnya selma s (tima) tahl.,t
dengan sasdm ler tahun ymg jelas.

BAB II
I{EDUDUXAI{

Pa6al2

lll Road Mdp Reformasi Birokrasi digunal{m sebas,l
dasd pelal{sanaan refo.masi bjrokrasi di linskune,r:
Pemerintah (abupaten Ciojur.

(2) Poad Mop Rero.masi Birckrasi sebagaifrana dimakslri
pada ayat (1) berkedudukan do berfungsi sebag:.:
paduan dalm melaksanaLan penldsune dii:l
ev.luasi pelaksum program, kebilal{d dan kegiar. I
relomasi birokrasi di lingkungao P€merinrr:r
Kabupaten cimjur Tahun 201s-2016.

EAB Itr
SISTEMATIT'A

Pa3al3
Road Map Relotuasi Birokrasi disusun dengao sistematit,r

BAB I
BAB II

BAB III
BAB IV

: Ke.mgka Dasar Road Map Relomasi
Birok asi Pemerintah Kabupaten Cianjur

: largkah-langkah Penlusunan Rodd Map
: Mdajemen Rerormasi Birok.as!

Pemerjntan Kabupateo Cidjur

PG.l4
Uraid Road Map Refotuasi Birckiasi sebagaimaa
dimaksud daram Pasal 3 te.cmtum dale lamDiran l
.rbJBci bagrm dz{ rrrpjschkm otri Per.,utu r-r'



BAE TV
PERENCAI{A.AIT DAI{ PELAXSA!{AAN

BaAter Ite8atu
Perenca@a!

. p..als
OPD yang bertmggung jawab pada masinB masnL-l
sasdd ,atrg menjadi prioritas Pemerintah Kabupatc ,

ci@ju dm prioritas yans menjadi foles ddi Orgmis.: i
Perdgkat Daerah, wajlb nenFsun dan melengkaj.:
fomat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi tahun 2Oi5 dn
format Rencana Aksi Refomasi Birckrasi tahun 2016.

Baghn redua
Peletsea4

Psal6
{1) Pelal<sma@ pelrusund dd kelengkapm lormirl

Rencda Aksi Relormasi Birckrasi tahun 2015 palnrg
lmbat bulan Febru i 2015.

(2) Pelsj{smaan pen}usunm dd kelengkapd fom,L
Rencana Aksi Reformasi Birckrasi talun 2016 pahrg
ldbat buLan Desember 2015.

(J) Fomat R-ntma Aks Relomas s.baBdiman
dima-ks rd pada avcr rlr .ld a)at 12, sFoJBair'r.
tercmtum dd lampird II sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Peraturm ini.

BAB V
KEAE{TVAN PENUIIUP

pcal z
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tmggal

Agd setiap ordg mengetaluinya, memedntahkan
pengundangan Peratum Bupati ini delga.
penempatauya dalam Berita Dae.an kabupaten Cimjur.

Ditetapkan di Cimju
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI CIANJVR,

fJETJEP IIUCHTAR SOLETI

al31 DesemberrOl4

DAERAT',

OA



NOMOR
I PERA'IUFdN BUPATI CIANJUR
: 56 TAHUN 2OI4
: ROAD MAP REFORMASI

BIROKRASI PEMERINTA1I
KABUPATEN CIANJUR TAHUN

URAIAN ,RO,4D ]I4AP REFORMASI BIROXRASI

BAB I
PENDAIiULUAN

Pehnsanaan reformasi birokrasi di KabuPaten cianjur merupa}m

sebuah keharusan yang diLaLukan dengd tujum untuk metuPerbaiki

birokrasl ddi wakru ke dal<tu sehingga birokrasi Pemerintai l<abupaten

Cianjur memiliki keoamPud untuk memlerikan pela-vmm vang

berkualitas kepada masyarakat, neneurmgi praktek Korupsi (olusi

Nepotisme (xKN) sec a menyeluruh di senua unit kerja, serta

meningkatkan kinerjanya.
Sebasai langkah asal darj pelaksanaan relormasi birokrasi di

Kabupaten Cisjur, perlu disusun Rodd MaP Relormasi Birokrasi periode

2015-20!6. Raad Map P.elormasi Birokrasi Pemerintan Kabupaten Cimjur
metupakan rencana teknis dan detail mengenai lerubahan birokrasi

Pemenntan Kabupaten Cianju. daram kurun waktu dua tahun mendatdg,

dari tahun 2015-2016. Tujuannya adaian untuk memberikm dahan
mengenai perubahan ysg ingin dilakukd untuk meocaPai sas m
rcformasi birokrasi, yaiau menciptakan birokrasi vmg bersih dan bebas

KKN, meningkatkan kualitas pelayman publik dan meDingkatkan kapasitas

dan akuntabilitas kinerla.
Penlusun@ Fodd ,'i{aP Reforoasi Birokrasi Pemerintan Kabupaten

Cidjur diLal'tkan dengan memperhitungkan hdaPan pemmgku

kepentingd yang diPadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabuparen

cidjur dalm memenuhi keinginm dimaksud. OLeh kdena itu, Rodd MoP

Reformasi Birok.asi Pemerintah (abupaten Cianjur disusun dengan

mengutamalm prioritas jangka pendek, jmgka menengah dan caPaian vang

dilakukd dalm ianska waktu dua tahun ke deps. Road Map Relomasi

Birokrasi Pemerintah lGbuPaten Cianjur bersilat dinamis, karena

deoberikan kemungkinan dilakukmnva berbagai ren'ma dan peLalsanaan

kegiatan ymg dipanddg strategis pada tanun_tanun pelaksmaanlva'

Secda umum Road Mdp Refo.masi Bitukrasi Peoerintah Kabupaten

ciejur berisi uEian dengenai : gmba.an Pemeintah hbupaten cimjur

saat ini, kondisi ydg dihdapkan dalam dua tahm mendatang,

pemasaLahan ymg dihadapi, serla agenda pelaksanm ftiomasi bnokrasi

.lald rangka mengatasi berbagai lermasalahan vmg dihadaPi serta dald
rangka deejudkd sasdd relormasi birokmsr.
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BAB IT

BER,ITIGI.A DASAR ROr{D Itr'P REFORMASI BIROT'RA6i
PEMIRIMASKABUPATD CIANJUR

A. C.mban! Btolsasi PeEertltsh KabuPate! Ciarjur
Pemerintal Kabupaten Cianjur pada dasdnva rehn melal<ukan

ldgkah ldgkah perubahan untuk memjudkan lemennhhan daeran vang
ber;ih da! bebas Kodpsi Kolusi dan Nepotisme (K(N), Pelavanan vdg
h-"rkuatna,. naLoun r;ninRl'ar(al kopabita. da qru1 3b,l.r.s kl'."jd.
Nmun derik.a;, l ska-_l"tsnsn Ja-g o a\akd belum s'penuhnra
rlisusun .laim pe.encanaan ydg sistemis dan sinerSl serta sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik aeal perubahan ves harus dilal<ukan,

teriebih dahuLu diidentifikasi kondisi umum birckrasi saat ini di Pemerintah
(abupaten ciaojur. Jika dilihat ddi sisi sasaran untuk me@judkd
leme;nhh daeran yans be.sih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotjsme

rXrlNr, nakd dapr' oruraikan oerorga' h2'yanC 'rdJr diraoai ol'\
;emeflntrf kabupalen Cianjur, sebasai benkut

1. Tersedianya Pengatu.m pembentukd organisasi Perangkat daerah hasiL
restrukturisasi organisasi birokrasi Pemerintan kabupaten vdA
tuemenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi masvdakatj

2. Prosentase Penyelenggda Negara {ajib LaPoran Harta Kekavmn
Penyelensgara Nega.a (LHKPN) yang sudah tuengisi dan menvampaikan
wajib La;;6n Ha;ta Kekayam Penyelenssda Nesda PTiKPN) ke Komisj
Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesd 25%;

3. opini Badan Pemeriksa Keumsao (BPK) waiar densm Pengecualio

4. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam kaitan dengan sasdm .efo.masi birok.asi mengenai
peninskatan kualitas pelaydan publik, berbagai ha1 yang sudan dicaPai
;leh P;merintah Kabupat€n Cianjur dapat diuraikan sebasai berikut:

1. Dibentuknya Pelayanan Terpadu satu Pintu (PISP)i

2, Tersedianya Peraruran Daerah Kabupaten Cimiur Nomor 6 Tahun 2013

tentang Pelayan@ Publikl

3. Beberapajenis pelayanan dasd sudah sesuai dengm standar Pelavanan

4. Pelaksanad Pelayem Adminisbasi 'lerpadu (ecamatd (PATEN).

Sementda dalam kaitan dengan Penlngkatan kapasitas dd
akutabilitas kine{a, berbagai hal vang sudan dicapai oleh Pemerintan
Kabupaten Cianjur dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan sistem Akrntabilitas Kinerja Instansi Pemerintan (sAElP)

memleroleh nilai kategori CC;

2. Nilai evaluasi Lapord Penyeleoggaram Pemerintahd Daerai (LPPD)

termasuk kategori tinggi, peringkat 79 nasional;

J. Dibrnrukr ya PFro04. Pelgelo'crr toimc'': d"n Dor{lTFnB" lPolDi'

Berbagai hal y@g sudah di.aPai hms terus diPelihara dd terus
ditrnekatka; sehinsea dari tanun ketanun masvaratat aLan terus
me.a;akan perbakd dari kinerja Pemerintah KabuPaten Cimju-



B. Kebutuha!/HaEP.n Pe6'ngku KePentirgan

sebc(ar l€rgkan "*J ' r'ul rF d'nuls 'Y"

"" "t;".' rPorrrrr birotrds \''s '!b'n \'r'nauk du q'Frsi'

'".-l.i.',i x"u"*. 'r.'lJrr''n rF'dk-n" rpc)a rd"nrirkrn ha 6Dd

-1.';;:":. *;- d.,i iden'irrk's' r-e"DJn h'rapd p"mdngku

i.."""ir""- ,a"r'-r. -sa' pelrks'n"cn oP-fokJ' Dadd

;";;'';i:;';;;"* 
--'o:- ,nca' Dar'rt"r-nde ed 'as"r3n pertlrd

i",1.-", i,,"r."' i -"*.ruaksn Der'r'a'a,'. daPrsn vds b"r, od 1 b"b"s

xr".i r-"p"" t'"ir.- p'TsnekJ{"p'"ing"n aaua aia

1 . Terlal<sananva kegiatan sesuai 'lengm 
peraturan vmg berlakui

) Selutun P.r yelenCrr. NPgdc *rjib Lspo'6n Ha'u ('kaladn
' ;;:-::;*;;' ";;;i" 

r,.rKFNr m"nes' d-, men\a'Daqd Iapor"l

;';;1" i?;"r"".- P'lrerc' sg'r" \es"td tlh"PN' k" Kon '''
Pemberdtasan (oruPsi (KPni

tanpa pensecualian (wTP);

Anggaran Pendapatd dan

Harapan pemangku kePentingan terkait dengan peningkatatr kualitas

3. opini Badd Pemeriksa kuansan (BPK) vaja'

4. Menurunnya jumlah temuan lenvalahgunaa'
Belanja Daerah (APBD).

lelayanan, antara lain:

I Seluruh Pelalsa PeruLnio dM
Pela\man Terpadu Satu Pint! {PISP);

non perizind drl.ksdakan oleh

2. Meningkatnya kuaiitas pelavanan publikj

3. Sedua ienis pelavanan dasar berpedoman lada Standd Pelayand

Minimal {sPM);

4. Terlaksdanya Pelavoan Administrasi TerPadu (ecamatan (PATEN)

(SA(IP)i

DemdnekL {ep"n!'_gan rer\dr dFnetn pen 'g}'al.'
,r.l"tab r-tas r.neria adalah sebasai berikur:

nilai Sislem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemenntahan

2. Meningkatnya nilai etaluasi lapord Penl'eienggdMn Peme'intahan

J Mparnalat rJa kr alird' peng"lorad .drn PFrtvddn - om"'i d'

lingkun8an Pemerintah (abupaten crdlur'

C. PerEasalahar Birok asi Peiedrtah (abuPaten Ciarlur

Me\kiDun suod} bTJdk hsl Jsrg oicrpar' aamun d"n'{i"' mas'h

b..,i;: i;;;;;.; -'ri,a. p''m'J"t * out"l kikn d'nB' uPdvr

-l*."at "- i"-*r.',i,"r vdg bP^'\ dd b'oas ((\' bFro"car

permisalahan vang masrh dihadapi dtara larn:

i. g.tu- optim.tnva lelaksandn Peratsan. Dadah KabuPaten Cidjur
' 

^i^-- z r-r."" ,zOOS tenra' A Orgsr'\as P"n'1n!'ha' Dse-Jr d'n

;#;:,r,; ;,.":,*.i eeraigr<,i oaer" h"\',od''n c;niur \,nc
i"i,i a "t- d;n:a-n ".",",sn Darrsn K'bupaLer ci'n Jt Nomor o



2. Belum semua Penyelenggda vajib }Idta Kekavam Penvelenggda
Neeara (LHKPNI mensisi dan menvampaikan Harta Kekavaan
Penyelefl ggda Negara (LHKPN);

3. Kurang oprimaloya pengeloldn aset daerahi

4. Kurdg Opiimalnya fungsi Sistem Pengendalian Intem Pemerintah
(SPP),

Dalm kaitan dengan Peningkatan kualltas peLavman, berbagai

masalah yang masih dihadapi antara Lain:

L Belum optimalnya fungsi Pelayane Terpadu Satu Pintu (F.|SP);

2. Belum optimalnya imPlementasi Perda KabuPaten Cianjur Nomor 6

tahun 2O1s tentdg Pelayman Publikj

3. Nota kesepakatan tentdg Kebijakan Umum Anegaran (I<UA) dm
Prioritas Piaron Anggard (PPA) yans disePalati bersma antda kepaLa

daerah dengm pimPinm Dewan PeNal<ilan Raktat Daerah (DPRD)

belum memuat tdget Pencapaim dan pen€raPan Standd Pelavanan

4, Belum optimalnya peLalsanaan Pelayanan Adminishasi 'lerpadu
Kecamaan (PATEN).

Sementda dalam kaitd dengan peningkatm kapasitas dan
aluntabilitas kinerja, pemasabnm yang masih dinadapi antda lain:

1. Belum selarasnya dokumetr perencanm dengan pelaksmaan dan

2. Belum optimalnya pelaksanam urusan Pemenntahan sesuai dengan
r'po{s. brBdr5ds: D-rdBI€r Da.-alr IOPDr n2'ing ma<rng \"tu
d!<uned -hme'da'. guna Fnin8katkan r'iai Fvalua\' LdPoIrn
PenyeLenggaraan Pemerintahan Daerah {LPPD)j

3. Belum optimalnya implementasi kebljakan keterbukm inlomasi



BAB III
I,AI{OI(ATI.I,ANGIIATI PEI{YUSUIIAN ROAD TAN

A, Fokus Pe baha! Refor$i Bimtrsl
Sesuai .lensan kondisi umum sebagaimana diuraikd pada Bah

*t)er.-"r.. n"r6.-*l Birokrasi di Pemerintah KabuParen cianjur
dilokuska; pa.ta lina lokus perubahan sebagai berikut :

1. Priorttas Pembemh.a Marajener PeEertntahar ratuPate!

Prioritas ini merupakd fokus perubahan vde menjadi priontas

daerah ierkait aengan area Perubalan 'elormasi 
birokrasi Area

p",.r,,rr".1-c ."ii,al prror ias uL rr drperb' ^r n"l'lu r" om"si
blrol'iasr meliPuli'

Berbagai permasalahan dalm area ini antara laini

L Behrm oDuma'_vd .nL'Rrss. kin"U" ap ra-' pdda ti"P li'o' .,"-" r.".1" p"-"..."; d,"rrn unrLk meej-'lR"r Vi"' M's'
Pedenntan Kabupaten cianjur:

)r o.ienLasi k"rrs rasrh ."o"." rudniu" D'l"k:md
pckei.d, oukd h.'vd s'brus ourP'r r'_aoi h u< srmpa'
aut@me)

3l Budaya kerja masih me.upakm lujuan Pencapaian hasil'
bukan sebagai tmggu.s jawab.

a) Masih bera;ssapa; bahva kdier Pegawai Negei sipil hdva
' ada padajatiian struttural saja, tidak mencakup runssional'

b. suEbet DaYa M.nusia

Berbagai pemasalahan dalm dea ini mtda lain:

r) Disiplin

keflmpuan belum sesuai dencan jabatln

)
Tdeeunsjarvab terhadap pekerjm masih rendah'

tentdg tueas dan fungsi masih rendah.
reward dan punishment tidak sesuai dengm

4r Distlbusi Peeawai
PenenpaDn ;'Baua' b.lum \"su"' \eou_uhd orgal;s'rr' <e-'a

standa; koFpetensi dd ku:lIUkasr'

Berbagai pemasalahan dalam dea ini mtara l'i':
1l (uantitas dd kuaLitas pengawas hasih kurang;
;i i;;;;.p"" sisiem Pe;s;darian Intem Pemerintah (sPIP)

belum maksimall
3r Tuni.ns._ k}lus' s per g-wds at\ih -e jd"l :

ii p""!."-"*" o"t, -n. sgu'dran ''o {"to- bero"si" kjnrtja'
si e-lJm a"-,a s."noa- oPerr"'ona' ProsedJr PFnsa/rsu'
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2. Priorita. yarg haros ter$ dtpeunaru

selrin menearsr r.' p'rubanan 'r'uk Fngh dnEksn bcrbsga'

**,.,,i,- irror<ras;. 
_r".omasi 

b.rokrJ! j, sa o,tLlJk€n J' rul'
L."""-1"""r."" aGJ m_mpetbarui be,oasa' 'r vdc sudct bLk
i;;1;"..ir.*,,. '.,",ddp ndl-har \ang sudah bdk erip' 

'r 
:

a.Terse.tidra pengaturd pembenrukan Organisasi Perangkal- p".."r, i""it- ..ltuttu.isasl organisasi birokrasi pemerintah

t.U"p"t." V""g memenuhi kebutuhan pelayman terbaik bagi

b. Prosentase Sistem Pengendalian lntern Pemerintan vajib Laporm- i".i" x"t"y""" pelrieLenceara Neg{a (LHKPN) vdg -sudah
;.nai{ da- me.i*p. t" , I aporan H'ru K"lav"d
F;;;","'"--" 1r"g-'a'1r uienr k" i(orc: Pemb"rdra'an (orup''
(KPK)sebesar 25;

c. opini Badan Pemeriksa
pensecualian 0trDP);

Keuangan (BPKI wajd densan

d. Penerapan Sistem Pensendalid lntem Pemerintah (SPIP)i

e. Dibentuknya Pelayman TerPadu Satu Pintu (PlsP)i

I Tersedianya Peraruan Daerai KabuPaten Cianjur Nomo' 6 Tahun
20i3 tentang PelaYanan Publiki

g. Beberapa jenis Pelavanan dasar sudah sesuai dengd Standd
Pelayanan Mininal;

h. Pelaksanas Pelayanan Administasi TerPadu KecMatan (PATEN)!

i p"ne-zp.n Sr''em Akrrrabi"r. (ne'Jr lnsk' PPT""n'ah

ISAKIP) memperoleh nrla kategori Cci

j. Nilai evaluasi LPPD termasuk kateSori titrggi, peringkat 79

k. Terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokudentasi
{PPiD),

3. Prtorita! yang terloit ilengaE Pelhgkatar kualitas Pelayalad'

i Pelavaran *ktor_sektot terteEtu varg strategi' da!

-"i".rrt"" jargLa walrtu 66.48 bertahaP uEtuk sel'kuka!
penlngkata! kualtta8aya

Sektor-sektor ydg menjadi prioritas leninskatm kualitas
p"i.v-- a i'em;rintah_ Kabupaten cimjur adalah sebaeai

1) Pendidikan;
2) Kesehatd;
3) sdana dan Prasarana.

Adapun jenisjenis pelavand vang menjadi quick uins adalah

sebasai berikut:
1l Gerakm Pembinaan PenghaPal Al
:i P"".."p," Pelaldan Terpadu

etektit, murah, cepar d mudai

Quan (GP2Q)l
saru Pintu (PISP) secata



5.

Zo!. htegdtas Meruju Wilayah Bebas alart rorup6t/WUayah
Btrotrsl Be6& dan lrolayali
Sebagai contoh pelaksanae reformasi birokrasi di Pemerintah
Kabupaten Cianjur perlu dipilih beberapa Orgdisasi Perangkal
Daeran yang dijadikm sebagai zona Inlegritas Menuju wilayah Bebas
daF Korup.'/Wilayai Birokrrsi B.rsih dd Meldydi.

Ptiodt.B OlgEnissi Peleng!.at Daerah

Fokus petubahd ydg deijadi prioritas masins-masins oPD.
Fokus perubanan lni harus menjadi perhatian OPD dan menjad
bagran dari reformasi birok.asi Pemerintan Kabupaten Cidjur
Prioritas yang telah berhasil diidcntinkasi dalam proses bers@.
pemdgku kepentinAm meliputi:

a. Ter*dlalya Da6ar thdsloaal yalE repr6eltatlf
(abupated Cidjur membutuhkd pasar fadisional yan€
disesuaikan denga! perkembangan wilayah perkotad dar
tenntegrasi dengaD sdana bdsportasi se a mendukun!



,. Jar8n q l:ouPalcn
Prioritas lain yang menjadi perhatian Pemc.intah Kabupaten
cianjur adabn penyediaan jalao kabupaten dd jalan desa.
Penyediaan dd/atau lerbaikan sa.ana jalan ini san8at Penting
untuk mendorons pertumbuhm ekonomi dan kemajuan
Kabupatcn cidjur.

:, Peryedi.aE dd perbatLan rualg terbuk. hijau

Salall satu aspek pcnting yang harus disediakan oleh peme.intah
daerah adalah adanya ruang terbuka hijau yans dinilai masih
kurans keberadaannya di $ilayan perkotaan cianjur yang menjadi
tempat berekreasi, bemain dan melakukan berbagai kegiatan lain
bagi masydakat. Penyediad .uang tcrbuka hijau, selain
mempenndall daerah, menjaga linckunsaD jusa al<e mendorong



rcnaEornan qD PerDar@
Pelayman kesehatan ajukan bagi masyarakat betupa penyediaan
atau perbaikd ruman sal{it umum ydg sudah ada, harus terus
dilakukan oleh Pemerinlai Kabupaten Cidjur. Perbaika
diLalokd secda terus menerus disertai dengd peningkatd
laalitas pelayandnya alan meningkatkan kepercayad
masytrakat kepada Pemenniah Kabupaten Cidjur terutama
dalam kaitan penyedian layanan dasd kesehate. Pe.ambahd
Ruman Sakit Umum (RSU) di wilayah Cianjur selatan adalah suatu
kehmsd guna meningkatkan pelayanan kepada Easyarakat
tedtda di silayah Cianjur Selatan.
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e. Pelguata! cailarean pangr!
p..dnorar kPrdsdcn panga' mrrupdkan 'J"n 'drL onofld'

l,l,"",li"i.iio-;**' r"iar'ro pa'c"" d' habupar"n cr'r'Lr'
il',",i- '""-*" 

a'p'' ue^'I2' iror is r'- r'o*re"' Kerd\a'd
::.'.:: ;:,'i;i il;'' rarsr k"udrknmPud runatt '""csi

';.;",...*".,;, '*d" n'-rmL keo' 'uh'r PdnBa a-lBsdd\a

;:;; p;";;" rana urna keeIo"'sr*"j:g:1,1;;';fl
"'"aui<tit. 

aan kekurangm pend'PaGn'
;.;il '';* ;.s"- );e bP*!rr' n e rda"k daa semenr,r'

mrsalnya karena ben'ana alam'

DaLd ' 04,a p'1an8'1s' k"6iarsn Ddgd Pemerrnbh

i:o?;..;" ? -,; G'L msla:ln. i:;;J"rfl.:il';:.f,5
nend;duknYa, salah satun)3 me du!.ca'
5"liJi-j,j p;;e'd'- ;'isM Pokoi rb'-ar)

'".,*. 
o", ..0*.'-"". .'.."+k"i 

"i.T,',51#.,:;l 
X1- :if-";

od. uoara pe bsrbn )" B d'Lak!x'n-u!' -dii"i*d. r-*"
Da.reh OPD terkait vaE oenanganr pr

'Lu. '.rrap 
oPD "r a' nerr"kr ren dns akq )ang elas dan '"ruku-

ll;;;;:;,^* P-0,'.an tokus pe- rnrn'- rni'

" -=,"",- dspdr drbas \e darrm rokus.peab?nan,'!,[ljl'i;:.
oFn b-nand vo-d',nea .P"."1''+ ^:Y"'-;:-;i'i:i-- pJ;,"c;""
h"-, *-. o,p"uhrr". dan pflodtrs v 'ts-''^_"L,"." r.";-:, **,
l^.,elitas oelaYean' Adapun sasaran oa 

'

dirumuskan sebagai berikur :

1.Priorlt.s Peabelah'n lllanajebeD Pededrtab Dae It

a. Pola Ptkir

RPJMD ke

RPJMD

lang



9

b, suEher DaYa Matru6ia



Prtorit* Flg haros t€tus diPelihaE

" rr.<.d'anva DF4F,aru-d pF(bentJksr orgdic"\: pcruCLat
' .-Ll"il' ,ij'.'r ';:.i,ti,ii.J '' "'e-i" 

\'mkras PFmerrnr""

i-;,;;,';; i.-,,- ,",* -emenuh, iebu uhan PFIavd"' rerbal'

basi ;asyarar<ai

il-f "";

Persentase PenYelenegara Negda (PN) {ajib LaPoran Harta

i ":;;;;"";i;";**; 
Negd; rLHKP\r /"nB suddh n "n$'' dd

j'Ji.-J-lar- i;fi,". ';,' (Fi"v*n P"verPnssda \es'-a

iiiri;uri. r"-". i*-t'"dn!"\ Korupq' 'KP\r 'er "sd 'qo

[BPK) wajar densmOpini Badd Pemeiiksa

LHKPN ydg
rvajib LH(PN

LH(PN ke KPK

OpiniBPK



.1. Dibentulova Pelavand Terpadu satu Pintu (PISP)

Tersedidya Peraturd rraerah Nomor 6 Tanun 2013 tent@g

;; f ,.\"
r-tu.ninstat I _ .r"nh1,

nvapromosi Penin8katan
da kerj€ | aska

rnvestasi

2 Te@iudnya L- LaFa prcses
ikLim rvestasl I perizine

Rp 130 Rp 134

6 Tanun 2013



I'redak6ananya Pelayanm Administrasi'ferpadu Kecamatan

{PATEN)

g. B€berapa jenis peiayman das sudah sesuaj deng@ Stmdar
Pelayanan Minimal

2()15 2()16

62,51 65

2015 201-6



h. Penerapan Sistem Akuntablliras Knerja Instansi pemerintan
{SAKIP) mempercleh nilai kategon CC

2015 2(,15

NiIai 53,00 54,00

Nilai evaluasi l-aporan Penyelenggdaan Pemerintanm Daerah
(LPPD) temasuk kategori tinssi, perinskat 79 Naslonal

2()15 20\6

Daerah (LPPD)

Tinegi Ting!,

j. Terbeniuknya Pejabat PengeLola Inforfrasi datr Dokumentasi (PPID)

2015 2016

69
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3. Ptiorits yang tertalt delgaE pelirgL*en ku.ltta3 Pelayanar

2015 2016
l

SD dan SMP

22,43

99,94o/.

25,00

2(}1S 2016

1.

247.543 241,.265
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.. S,Ena &n Pr*!r...

2(}15 2()16
1. TeBedimya runan

tinegal yang
bersditasi baik dan
memiliki akses air

2. meaingkatnya kondisi
jdingd irigasi untuk

tinggal

61,I30/o

530.211

45,80/o

63,7916

1) Geral<d Pembintu Penghapal Al Qur'u

201s 2(,16
20 30

2) Pelal<sdad Pelay@an Terpa.lu Satu Pintu

2015 2(}16

62,51 65
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4. zor.ltrtegdtas Eenuju wilay.n Bebas alart ltu4p8t (wBKl/slilayah
Eirck asi Bersih dan Melayarl IIIIBBM)

2()15 2016

WBK/WBBM WBK/WBBM

62,51 65

5. Piioitas Organl8asl PeBng&at Daerah (OPD)

Sasdm maupun target-target diserahkd kepada masine-masing
oPD terkait sebagai rangkaian darl lenFsunan rencana aksi oPD
d'maksLd dald meladuld refomasi birokrc! .

C. (egtata!-kegiatar

1. PrlorltaB Pembenahan Msnajeae! Pcaetiriah DaeRL

Kegiatan-kegiatan ymg akan dllakukan dalam rmgka newuiudkan
tujuan dan tdget tdget pada area perubahm ini meliputil

1) Pengembangan wawasan jirva korsa anggota Korps Pegasai
Republik Indonesia {KoRPRI)l

2) Peningkatan mental de rchmi mggota Korps Pega\lai
Republik Indonesia ((oRPRI);

3) Pelatihan pensembangan kepribadian dm komunikasi sosial dl
lingkungan Sekretariat Daeran Kabupaten Cianjur.

b. Sumber Daya Malusta
Kegiatan-kegiatan yang akan dilal{ukan dalam rangka meivujudkan
tujuan dd target-target Pada dea Perubahan ini mellPuti:

t) P.ogrm pembinaan dm pengembangan aPdaturi
2) Penangand kasus pelmggaran disiplin PNS;
3) Pemberian penghtrgdn bagi PNS yang be+restasii
4l Pensirimm diklat teknis, tugas dm fugsi bagi PNS daerahj
5) Pelaksmam diklat strukru.al bagi PNS Daerai;
6) Pen usunan model keiembasam Kabupaten Cianjur;
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?) Penyeletrggdaa diklat prajabatm;
8) sosialisasi jabatan lunssional;
9) Seleksi pelenmad calon PNSI
10) Pemberim banium tugas belajd bagi PNS daera!.

c. Pengawsar
Kegiatan-kegiatm yang akan dilakukan dalam rangka memjudkan
tujuan dd target-target pada area perubahan ini meliputil
1) Pelarihm Pengembdgan 'lenaga Peme.iksa dm Apdaiur

Pengawasani
2) Pela|sdam Pengawasan Internal Secara Berkalaj
3) Tindak lanjut hasil temud lencawasm;
4) Pelaksanad Pederik6aan Sere.tak;
5) Penanganan Kasus Pengaduan di lingkhge Pemenntalr

Kabupaten Cianjur;
6) Penrusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinlall

(LAKIP) Pemerintan Kabupaten Cimjuri
2. Prlorlta8 yars haru3 terus dipellbara

a. TeEealialya pelgatuBo pemteDtut4r orgaai.asi perangkat
daenh hasil iestnkudsast org.!16ast btrcLr$t peaertltah
lqbupater Frg aemeruhi Letutuhan pelayanan t rhiit tagi

Kegiatan-kegiatan yang akm dil.lokm dal@ r@gl{a
meningkatkan elektivitas dm efisiensi kelembagam mtda lain:
1) Penrrsunan Kajid Penataan Model Kelembagun Kabupaten

2) Penlusunan uraian tugasjabatan tungsional unutu.
b, PeBeatGe Pelyeleagg.!. Negar. wajib L.por.r H.rta

K.Layaan Penyelenggda Negara {LIIKPI{) yalg Eudah melgisi
da! DeayaepatLa! Laporar Harta Ket.yam Penyel€rggara
Isegae (LHI(PU Le I(PK sebesar 25%
(esiatm ydg akd dllakukd daram rancka menlngkatkan
piosentase penyelenggara negda wajib LtlEPN yang sudal mengisi
dan menympaikd LHKPN ke KPK yaitul
- Fasilitasi Penyampaian LHKPN di Li.gkungd Pemerinhh

Kabupaten cianjur.
c. opili Badar P€aedtsa xeun8an IBPKI wajar DenSaD

Pery.cualtan {wDPl
Kegiatd keglatan yang akan dilakukan dalam rangka perbaikan
opini BPK yaitu;
1) Monitorins dm evaluasi administrasi keuangan dan barang

milik daerahl
2l sosialisasi kebijar.m keuangan daerah;
3) Sosialisasi Kebiakan BaEng Milik Daeran;
4) Inventtrisasi aset daerah;
5) Penilaian dan penghapusd asseti
6l Peninskatd penatausaim keussan daerah;
7) Pembinan tentdg pengelolaan keuagm daerah;
8) Rekonsiliasi aset daerah;
9) Pelatihd simda keudgan berbasis akrual;
10)Pembinad tentang sistem ahntansi pemerintah daerah

be.basis akruall
11) Pelatihan pentusum lengeggrd berbasis a1<rual.



d, Penenprn SisteE PelgeftlaliaE lnterr Peme rt.L lSPlPl
Kegiatm-kegiatan yang aka dilalukd daram rmgka optimalisasi
Penerapan SPIP yaitu:
1) Pelal{smaan Pengawasan Internal Secara Be.kala;
2) I.verisasi Temud Pensamsan;
3) Tindar< l jut hasil temuan pengawas&i
4l Pelaksanun Peme.iksmn Seretrtal;
5) Penanganm Kasus Pengaduan di Lingkungm Pemerintah

e. Dtbeltuklya Pehy.mn Terpadu satu Piatu (PlsP)
Program yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi
lelaLsdad PTSP yaitu:
I) Progrm peningkata prcmosi dan kerjasama investasi;
2) Program peningkatan iklim investasi dao realisasi investasi.

f. TeEeili.aF Peratuar Daerah Nonoi 6 Tahud 2013 tenting
Pelayala! Publik
Kegiatan yang akan dilrl,akan dalm rdeka optimalisasi
implementasi Peraturan Daerah Kabupated Cimju Nomor 6
Tentang Pelaymd Publik adahn:
- Monitorjns dan Evaluasi Pelaksanen Peda lGbupaten Cianjur

Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik.
- Pe.rlsund Pedomm Standd Olerasional Prosedur

Administrasi Pemerintand.
g. Beherapa Jentu pelsyedr .lasu .u.hn BesEl delgatr Standar

Pelara@! Miaiaal
Kegiatanyang akan dilakukan dalatu rangka mengimplementasikan
kebijal(m Stmdd Pelayanm Minimal yaitu;
- Fasilitasi Percepate Penerapd dan Pencapaian Stddar

Pelaymm Minimal.

h. PelakBalaa! Pelayara! Aitotntstest Aerpadu (ecaEatnn
(PATEI)

&giatan yans akan dilakukan dalam rangka optimalisasi
pdaksmad PATEN ialan:
- Fasilitasi Penyelenggdan Pelayam Adtulristrasi'ferpadu

Ke.amatan (PATEN).

i. Peneiapan Sisten Akurtlbilitas Kiaerja lr.to.i Peoerlntah
ISABIP) aeEperoleh ! at kategort CC

I{egiatan kegiatan yang ake dllakukan dald rmgka
Meningkatnya penerapan sistem aluntabilitas kinerja instansi

1) Blmbinean Teknis tentaog Sistem Akuntabllitas Kine{a
Instansi Pemerintah;

2) Penlusunm Laporan Al,antabllltas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten.

j. ilai evaruasi Laporu Penyelenggana! Peaerlntaha! Daerah
{LPPD) termasuk kategori tirEgi Deiiagkat 79 lasioral
Kegiatm kegiatan yang akan diiakukan dalam rangka
meninekatkm nilai evaluasi LPPD yaitu:
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l)Penusunm LPPD dm Informasi Laporm Penyelenggda..n
Pemenntahan Daerah (ILPPD)i

2)Penyusu.d Pedoma Stdda Operaslon.l Prosedr.
Administrasi Pemerintald (soP AP);

3)Fasilitasi eraluasi LPPD (LapoGn Penyelengg am Pemerintrh
Daerah).

k. Terbedukaya Pejabat Pergelola I.lorma8i ila! DokuEontasi
IPPID) .lt settap Organtsast Peralgkat Daehh (OPD)

Kegiatan yqng akan dilakukan dalam rangka optimalis.j:
pengelolad informasi publik dd dokumentasi ialan:

So6ialisasi Kebijakan Keterbukau Inlormasi Publik.

3. Prtorttas yalg terkalt delgar peringtatan tualita. p.layanan
a. sektor Perdidi&ar

Prog.am ymg al{d dilakukan dalm regka meningkatkal
kualitas pelaymm sektor pendidikm dtda lain:
- Proscm wajib belajar pendidikan dasar senbilan tahun.

h. Sektor Ke6ehatao
(egiatd/progEm yas akan dilakukan dalatu rmglir
meningkatkm kualitas pelayanm sektor kesehat@ dtda lain:

l) Progrd Lp.ya kesrra d r4:ydrdl.ar:
2) Jminm pdaymm kesehatm masydalat miskin (JPKMI l

bagi keluarga miskin yang tidak mempunyai kartu JPKM;
3) Progrm pengadam, peningkatd sdana dan prasaranr.

rumah saki./rumah sakitjiwa/rumah sakit paru paru/.uft.1:
sakit mta.

c. Seho! Sahd daD Prasamtra

Kegiatan/prog.am yang akan dilakukan dalam rangli,r
meningkatkan kualitas pelayanan sektor sarana dan prasararLil

1l Penunjang program perumahan swadayai
/) Perbargun"n sa-.ra dd pr€saranE air minum:
Jl PFmb"ngun"n scrcn dcn prd)arald cir rrum;
a) Pembangunan sarda dm salEa smitasi komunal;
5) Pembangunan sarana dan p€sar@a sanitasi komunali
6) Pembangunan saranadd prasdda air minum dan sanltasi.

Quick wins yang dilal{sanakm adahn GeraLd Pembinad Pengha!.!
A1 Qurm(GP2Q) dd Pelaydm Terpadu Satu Pintu (PISP).

Kegiatan-kegiatan yang ak@ diLal'akan daram rdgka mensukseskalr
qaibt uns adalah:

a. ceEkar Pedhinaan Pelghapal Al Quqn
1) Pembinaan Penshapal Al Qurdi
2l Monitoring dao evaluasi buland;
3) Monitorins dan evaluasi pertrimlm.
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b. Pel.y.r.r terpadu satu Ptntu lPtsPl
1) Pelalsdaan PISPI
2) Program peningkatm inim lnvestasl de realisasl investasir

5 rinda1r lanju h".'' rbri oring d"n fldlua\i:
6) Pemeliharad dan pengembangan secara berkeldjutan unr! I

menjmin dm menjaea kualitas pelayanan yans baik.

zora Int€g tas benuju wilayah Beba6 (wE) dad Korop5i/wilayah
Btrotn6t Besih llelayad luIBBMl
sebagal contoh pelaksdad refomasi bi.okrasi d] pemerint.ll
Kabupaten Cianjural{d dipilih beberapa OPD untuk dijadikd n.i
lntesritas menuju wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayan Birokfu.l

Kegiatan kegiatan yang akd dilakukm dalam ranska densukseska.
zona Integritas menuju Wilayall Bebas dari Korupsi/wilayah Birokraii
Bersih Melayani antara Lain:

a. Penyiapm/memilih beberapa oPD yang akan dijadikan zo.,L
Integritas menuju wiLaya]1 Bebas ddi Korupsi/Wilayah Bi.okr.,,i
Be.sih Melaymi;

b. Pencanangan zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
c. Pelaksda na Integritas Menuju WBK/WBBM
d. Penyiapan OPD lain sebasai Zona Intes.itas Menuju wBK/wBD\l

pada tahun berikutnya

g. Melakukan berbagai perbaikd yang diperlukan terhadap seluiuii
pelar{smaan keglatm unauk menjaga koosistensi perbaikrr

Secda umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikm lic
dalam progr@-prosrm sebasai benkut:

PensembaDcan wasasm jiwa korsa
eggota (orps Pegawai Republik

Peningkatan mental dan rohmi
anggota Korps Pegawal Republik

kepribadim dan komuoika6i sosial
di lingkungan Sekretdiat Daerah

1 Perubahan pola pikir



21

2. sumtrer dava mnusia a. Program pembinaan dan
pengembdgan apdatur;

b. Pembeim b@tuan tugas belajar
bagi PNS daerah;

c, Seleksi peneiimad .alon PNS;

d. Sosialisasi jabatan tungsionalj

e. Penyelenggaraan diklat prajabatanl

t Pen usum model kelembagaan
Kabupaten cianjur;

s. PeLal<sanad diklat struLrhrral bagi

Pengirime diklat tellis, tugas dan
funssi basi PNs daerahr

Pembeim penghtrga bagi PNS

.j. Penangsm kasus pelussda,l
disiplin PNS.

a. Pelatlhan Pengembdgan 'Ienaga
Pemeriksa dd Apdatur

b. Penlusu@ Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instmsi Pemerintan Pemdal

c. Penmgana Kasus Pengadud Di
Llagkungm Pemerint.n Daerah;

d. Pelal<sanam Pemeriksao Serentak;

e. Tindak lanjut hasil temuan

t Pelaksanaan Pengawasan Internal

4. PeEingkat@ Kualitas Fasllitasi impiementasi kebijakan
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5,

- Geralm Pembina@
Penahapal Al Qur'd

a. Pembinaan Penshapal Al Quran;
b. Monito.ine dm evaluasi buleanj
c. Monitoring dd evaluasi

a, Pelaksanan PTSPj

d. Tindak ldjut hasil monitoiry dan

e. Peneliharaan dan pengembangan
berkeldjutan untuk

menjmin dm menjaga kuaritas
pelaymm y@s baik.

, Penyiapan/pemilihan bebecpa
Organisasi Perangkat Daemh
(oPD);

c. Pelatsma zona lntegitas Menuju
WiLayan Bebas dari Korpusi
(wBK)/wilayal1 Birokrasi Bersih
Melayani [irBBM)i

d. Penyiapm oPD lain sebagai na
Integritas Menuju wilayah Bebas
dari Korpusi (WBK)/ wllayah
Bnokrasi BeBih Melaymi 0trBBM)
pada tahun bedhtnya;

h. Melal<uld berbagai perbaikan
yde diperlukd terhadap seluruh
pelal<smaa kegiatm dalam
rangka Zaaa Integritas Menuju
W a]€n Bebas ddi Korpusi
(wBq/ wilayah Birokrasi Bersih
Melaymi (WBBM) uruk menjaga



6. Prtodtas organba.i Pcrugkat Dloal loPDl
Kegiatd-keSiatan yug hms dilaksmal<d untuk mmjudkan
tdget-tdget pada @sing masing OPD dierahkan pada OPD terkait
sebagai rugkaid ddi penlusund renc@ eLsi OPD dimaksud
dalam melakukan renfomasibitul!-asi.

Sesuai denga sas@ da tagct yang telah ditetapk , @ka
dapat disusun rencea at6i.
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BAB IV

MAIIAJEMEI{ REFORMASI BIROTRAST
PEMERINTAII XABUPATEI{ CIA]TJUR

Monitoring pelaksanaan liegiatm sebagaimda diuraiko daler l
rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada thgkat oPD, pelaksanMn monitoring dilakukan pa.Lr
pelal{sanm kegiatm yang menjadi piioritas pemerintah daerah ya:,r:
melekat pada OPD tertentu, dm pio.itas yde meniadi fo]'rs dan OPlr,
dilakukm mel.lui media:

L Pertemum yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD.

2. Pengularm target tdget yang telall ditetapkm.
3. Laporan kemajua kegiatan relormasi birokrasisetiap 3 bula

sekalikepada Koordinator Kelotupok Kerja MonitoriDg dan EvalurLs
melalui Koordinator Kelompok Kerja terkait.

Pada tingkat Tim Relormasi Birokrasi, pelaksdaan monito.i: .

dilakukan terhadap seluruh talEpan kegiatan pencapaian sebagaioa,i
diren.anakan dalam rencana al<si. dilakukm melalui media:

2.

3,

1. Pertemuan densm seluruh kelompok ke.ja yda dipimpin oleh kehli
pelaksma relormasi birokrasi dil.1{sdakan sekurdgnya 3 buld sekali.

Pengukur@ target-tdget yang telai ditetapkd.
Laporan kematuan pelaksemn kesiatan .efomasj birokrasl ol.l
Kelompok KerjaMonitoring dan Evaluasi kepada Ketua Pelaksar!
Refomasi Birokrasi dan disampaikm pada saat pertemuan dengarl
seluruh kelompok kerja yde dipimpin oleh ketua pelaksana refom.j

Mekanisme monitoring dilakukan sebasai berikut:
Pada lingkup oPD, mekanlsme dilakukan sebagai berikut:
1 Setlap koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikm kegiallj

dalam.mgka pelaksaom refomasi birokrasi di masing-masing oPD,
melakukd monitoring terhadap kegiatd yang menjarli
tanggungjawabnyaj

2. OPD wajib merumuskan langkah langkah perbaikan dan melatuk.,
tindak lmjut atas dasar lanskah lanskah perbaikan yans sudall

3. Pemasalahan tidak dapat dipecahkan dalm lingkup oPD, mak!
pemasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan tingkat tirr
refomasi birokrasil

Pada linehp trm reformasi birckrasi, mekanisme diLakukm sebagai be.ikut:

1. Setiap kelompok kerja melakukan monitonng terhadap pelaksana.n
tahapm kegiatm ieformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Cianjur
ydg menjadi tanssunsjawabnya sekuransnya 3 bulan sekalij

2. Hasil monitodng dibahas dalam tingkat kelompok kerja dao tingkat tim
ftfomasi birokrasi untuk diputuskan langkah-langkah perbaik@ yang
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3. OPD dibantu kelompok kerja terkait meLalukan ldgkan-lmgkah
pe.baikd sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat rim refom.si

4. Kelompok kerja monitorlng dan evaluasi memantau pelaksuaa tindak

B. Evaluasi
Evaluasi berbagai pelal{smad kegiatm sebagaimma diuraikd dalam

.encana aksi dilallkan melalui media sebasai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaLsanam evaluasi diiakukd terutma dalm kaitaD
dengan pelaksdam kegiatan yaog menjadi prioritas pemerintah daerah
ydg melekat pada OPD te.tentu, dan prioritas yang menjadi folas daLi
OPD, dilakukan melalui media:

L Pertemum ydg dipimpin langsung oLeh Kepala OPD setidaknya seti.r,
enam bulan sekali.

2- Penguku.d tdget target yang telah ditetapkan dilaksanakan setilrF
enam bulan sekali.

s. Laporan kemajum pelaksdaatr kegiatd refomasi bituk.asi setiap enaH
bulan seksli kepada koordinator kelompok kerja monitoring dd evalunfi
melaLui koodinator kelompok kerja terkait.

Pada tingkat tim rcformasi birckrasi, pelaksanam e,aluasi dilakukan
terhadap seluruh taiapan pencapaid sebagaimana direocmakd dala.l
rencana aksi. dilakukd melalui media:

1. Pertemuan dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telal)
dibentuk, dilaksan.kan setiap enam bulan sekali sebelum dil.kuknn
rapat lingkup tim refomasi birokrasi.

2. Pertem'r dalam llngkup tim reloimasi birckrasi dengan selurut
kelompok kerja yang dipimpin oLeh ketua pelaksoa reformasi birokrasl,
dilaksanakan setiap enm bulm sekali.

3. Pengukurm t set trset yans teLan ditetapkao dilalcaoakd setia,

4. Laporan kemajud pel.ksanam kegiatm rclormasi birokrasi oleh
Kelomlok Ke.ja Monitorlng dan Evaiuasi kepada Ketua Pelaksanr
Relomasl Birckrasi yang dilakukan untuk evaluasi sel@h kegiat.rl
reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilal'akm sebaAai berikut:

Pada lingkap OPD, mekanisme diLal,akm sebagai beikut:
1. Setiap koordinar@ y@g ditunjuk untuk hengkodinasikd keglatan

daLamrangka pebr{sanad refomasi birokrasi di masing-masing oPD,
wajib mela&ukd evaluasi setiap enam bulatr sekali terhadap kegiata!
yds menjadi tangsung jawabnya.

2. oPD vajib merumuskan lflgkan hngkah perbaikan dan melakukan
tindak Lanjut atas dasar langkah{angkah perbaikm ymg sudah

3. Permasabnd tidal< dapat d]lecahkan dalar lingkup OPD, maka
permasalahan dapat dibawa pada tnrgkat kelompok kerja de tim
relomasi birokrasi.

4. seluruh hasil evaluasi dilaporkd kepada KeLompok Kerja Mo.itorifle
dan Evalusi melalui Koordinator Kelompok Keria Terkait.



Pada lirgkup pemerintah kabupat n, mckdisme dilaki<d sebagai

1. Hasn daluasi dibrnas dalm rapat lingkup tim refomi bnokrasi
utuk diputusk legkah-lmgkah pe.baikm ydg diperlukal.

2- OPD dibdtu (elompok kerja terkait melakutd laigkahiagkah
perbaike sebagai tindal ld.jut hasil keputusd rapat tim refomasi

3, Kelompok kerja monltoring de evaluasi nemmtau pelaktuao



BAB V
PENUTUP

Dokumen Poad Map Retormasi Bi.okrasi Pemerintah Kabupatcn
Cianju. 2015-2016 merupakan dokumen perencanad refomasi birokrasi
yani akan dilaksanakd oleh seluruh jajaran Pemerintan xabupaten
i ,.ru' o"",-"..r ''o2\ m"m.l.^, mdkr"j.ka se.uruh.c 'anos"s.vc.s'e ur.ed.da'"nrla',dtidil"k'd"krn 'es' "i d"neon renccna dd.ds_L
target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh
kel;mpok ie.ja dan oPD untuk melaksdakan berbagai rencana aksi vans
tertuds .lidalam dokumen ini sesuai dengan tanggung jawabnva masing_
masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dm sinergi lintas seklor
sehingga terjalin keterpaduan Pelaksanaannya.

Penlusunan rencda aksi dalam dokumen Road Map Relormasi
Birckrasi Pemenntah Kabupaten Ciajur 2015-2016 dilakukd dengan
memperhitungkan harapm para Pemangku kepentingm dd kemampuan
D"T;,.n a" l("oupaLe ( i"_ ,, oal"m a",":oon ra .pd drmEk'rd
illest<ir-o ren,- a *.i rnr .id"r d''arl l" BkJh
hDgk;h relormasi birokrasi ymg diren.anakan, namu! dalam P.al{tiknva
berbagai langkah bdu yang siJatnya srat€gis dapat ditambankm untuk
menja;ab berbagai permasalahan strategis yang harus diPecaikan. Karena
itu iungsi monitoing dan evaluasi sangat lenting dalam upaya untuk terus
melalakan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai,
pejabat, anggota tim relormasi birokrasi, setiaP oPD harus
le-p"y" untut melakukan upaya upaya perbaikan dalam rangka
mediudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya refomasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan
dengan penuh kesabaran, pengorbman dan memakan banvak wal<tu,
na;un ha.us dilakuko dm tidak boleh ditunda. Kepercayad masvaEkat
terhadap pemerintah Eabupaten Cianjur hms lerus dibangun agar dapat
dibangun tata pemerinrahan ymg baii<. oleh karena itu, Pemerlniah
Kabuiaten cianjur teLah komiltuen untuk melaksanakan relortuasi birokrasi
secda bersunssuh sungguh.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal3l D€sember 20I<

TJETJEP MI'CI{TAR SOLETI


